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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH 
TINGKAT I BALI NOMOR 78E 
TAHUN 1998

TENTANG
PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN

BENDAHARAWAN
PROYEK BANTUAN PENGELOLAAN KAWASAN

LINDUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
BALI,

Menimbang : a. bahwa  sesuai  dengan  Surat
Pengesahan  Anggaran  Bantuan
Pembangunan  (SPABP)  Daerah  Tahun
Anggaran 1997/1998 tanggal 17 Maret
1997 Nomor : INP. 2000/0/0397;

b. bahwa  untuk  kelancaran  Pelaksanaan
Pengelolaan
Kawasan  Lindung  di  Propinsi  Daerah
Tingkat  I  Bali
dipandang  perlu  menunjuk  Pemimpin
Proyek  dan
Bendaharawan  Proyek  Bantuan
Pengelolaan  Kawasan
Lindung (Inpres Dati. I) Tahun Anggaran
1997/1998;

c. bahwa Penunjukan Pemimpin Proyek dan
Bendaha
rawan  Proyek  tersebut  huruf  b,
ditetapkan denganKeputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1.  Undang-undang  Nomor  64  Tahun
1958  tentang  Pembentukan  Daerah-



daerah  Tingkat  I  Bali,  Nusa  Tenggara
Barat  dan  Nusa  Tenggara  Timur  (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115;  Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor
1649);

2. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1974
tentang  Pokok-
pokok  Pemerintahan  di  Daerah
(Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
38;  Tam
bahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor
3037);

3. Keputusan  Presiden  Nomor  16  Tahun
1994  tentang
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanj  a  Negara,
jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun
1995  tentang
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 16
Tahun 1994.

M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN  GUBERNUR  KEPALA

DAERAH  TINGKAT  I  BALI  TENTANG
PENUNJUKAN  PEMIMPIN  PROYEK
DAN  BENDAHARAWAN  PROYEK
BANTUAN  PENGELOLAAN  KAWASAN
LINDUNG TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1
Menunjuk Saudara I Ketut Rochineng, SH. NIP 080044806
Jabatan  Kepala  Seksi  Sarana  Penyuluhan  pada  Dinas
Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Pemimpin
Proyek  Bantuan  Pengelolaan  Kawasan  Lindung  (Inpres
Dati.  I)  (Proyek  Perlindungan  Penga-manan  dan
Pengelolaan Kawasan Hutan) tersbar di 9 (sembilan) Dati. II)
Tahun Anggaran 1997/1998. 

Pasal 2
Menunjuk  Saudara  Sutini,  Ak  NIP.  600006403  Jabatan
Staf  Sub  Dinas  Bina  Program  pada  Dinas  Kehutanan
Propinsi  Daerah  Tingkat  I  Bai  sebagai  Bendaharawan
Proyek  Bantuan  Pengelolaan  Kawasan  Lindung  (Inpres
Dati.  I)  (Proyek  Perlindungan  Pengamanan  dan  Penge-
lolaan Kawasan Hutan) tersebar di 9 (sembilan) Dati.  II
Tahun Anggaran 1997/1998.



Pasal 3
Pemimpin  dan  Bendaharawan Proyek  dimaksud pasal  1
dan pasal 2, mempunyai tugas :
Pemimpin Proyek :
a. bertanggung jawab atas proyek yang dikelolanya sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.
b. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pem-

bukuan uang/barang secara periodik sekurang-kurangnya
sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Bendaharawan Proyek :
a. menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih

teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. setiap akhir bulan menyampaikan surat pertang-

gungj awaban dan laporan keadaan Kas kepada Kepala
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Denpasar.

Pasal 4
Segala  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanj  a  Negara  (Proyek  Bantuan  Pengelolaan  Kawasan
Lindung)  (Inpres  Dati.  I)  Tahun  Anggaran  1997/1998
dengan kode proyek  :  10.1.03.01.305960.16.03.00,  SPABP
Tanggal 17 Maret 1997, No. INP. 2000/0/0397.

Pasal 5
Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1997/1998.

Ditetapkan di     :    
Denpasar Pada tanggal      

        :    19 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 

BALI,

ttd. 

IDA BAGUS OKA.

Diundangkan dalam Lembaran 
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor     :    129    Tanggal    : 28 
Juli 1998
Seri :   D        Nomor    :  128.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I 



Bali, 

ttd.

DEWA BERATHA
Pembina Utama 
NIP. 010049857

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Ketua BAPPE-
NAS di Jakarta.

4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di 
Denpasar (3 expl).
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di 
Denpasar.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di 
Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda 

Tingkat I Bali di
Denpasar.

10.Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar 
(11 expl).
11.Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali 
di Denpasar.
12.Yang bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.






